
BUPATI PROBOLINGGO 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR : b8 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR : 30 TAHON 2015 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRODOLINGGO, 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 98 Ta..h.un 2014 tentang Perizinan untuk Us2.ha 

Mikro dan Kecil juncto Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 83 Tahun 2014 ten tang Pedomar1 Pernberian Izin 

Usaha Mikro dan Kecil, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perub~11.an Atas Peraturan Bupati Probolinggo 

Nomor: 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang 

Bupati Kepad a Camat. 

12 Tahun 1950 tentang 
1. Undang-Undang Nomor 

Pembentukan Daerah-daerah Kahupaten d2Jam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Unda,."lg-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaima.ria telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru.psi, 

Kolusi clan Nepotisme ; 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayana1: Pt1b1i1< ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pembentukan Peraturan Pen.mdang-undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemeirntahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 

7. Pe:rat;1ran Pemerintah Nomor 79 1'!'11--iun 2005 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan; 

10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 

untuk Usaha 1'V1ikro dan Kecil ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan 1::1.~dministrasi Terpadu 

Kecamatan; 

12. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 10 

tentang Pedoman Penerbitan Ijin Mcndirikan Bangunan ; 

13. Peraturan 1\/Ienteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Perat1-1.ran ~lenteri Dalam l'Tegeri Nomor 83 Tahu.n 2014 

tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 

15. Peraturan Da erah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 

Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probclinggo Nomor 07 

Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 

Tahun 201 1 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu ; 
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18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Pelimpaha.n Sebagian We\venang BL-1pati Kepacla. Carnett 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 30 TAHUN 2015 TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 20 15 

tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 30 Seri Gl) sehingga berbunyi 

se bagai beriku t : 

1. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah dan harus dibaca : 

Pasal 4 

( 1) Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan penzman, 

antara lai:: : 

a. Izin Gangguan (HO) dan Usaha; 

b. Izin l\1e~dirikan Bang,.J.nan ; 

c. Izin U saha Mikro dan Kecil. 

(2) Terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 

diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Perijinan. 

{ 1\ 
I.,. I' Camut 

(3) Camat ?I8jib menyampaik:an laporan tertulis terkait dengan pelaksanaan 

tugasnya dibidang penzman kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

dengan tembusan Instansi terkait sesua1 clengan bidang L1r11san 

masing-masing setiap bulan sekali. 
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2. Mengubah lampiran Peraturan Bupati Probolinggo Romawi III PELIMPAHAN 

SEBAGIAN WEWENANG BUPAT! KEPADA CAMAT diubah dan harus dib8-c8.: 

111.PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT 

A. PERIZINAN 

1) Izin Gangguan (HO) dan Usaha: 

Definisi: 

Merupakan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau 

badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, keru.gian dan 

gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah DEterah. 

Yang dimaksud dengan Izin Gangguan dan U saha disini adalah 

perlaku.an Izin Ganggu.an yang mentjuk pada tempat usaha dilengkapi 

dengan izin usahanya (operasional) sehingga Izin gangguan tersebut 

menyatu dengan izin operasionalnya. 

Jenis izin yang menjadi domain Kecamatan dalam hal 1m dapat 

berbentuk: 

Potong Rambut/Salon : menggunakan peralatan sederhana tanpa 

PPral,,f-an steam"'~ dan mak~1·m 9 1 ° (r°hLJ.!'l) _,_ .1.CA..L --1.-v.i. • ... \..,;l .1<.A..1. ~ ~-- ~ ---, 

rambut; 

\Varnet : Jasa penyediaan layanan internet dengan maksimal 10 

(sepuluh) Personal Computer (PC) ; 

Rental Komputer: maksimal 2 (dua) Pe rs onal Computer (PC) ; 

Play Station : PSl, PS2 maupun PS3 dengan maksimal 10 (sepuluh) 

i'/Iesin PS/ Layar Televisi. 

Kriteria terhadap jenis usaha lainnya tentunya harus mengacu pada 

skala kecil yang menjadi kewenangan Kecamat an serta memp1.myai ciri 

se bagai beriku t : 

Izin ya ng dampaknya terhadap Hngkungan kecil; 

Menggunakan teknologi yang sederhana ; 

Tidak membutuhkan penelitian yang menda la rn 

Investasinya kecil atau mikro ; 

Teknologi tepat gun a/ padat karya. 

Standar Pelayanan : 

Adapun sta ndar pelayana n yang menjadi :rujukan ope:rasiona l 

pelaksanaan perizinan adalah s e bagai berikut : 
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(1) Dasar Hukum: 

- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2005 

tentang Ijin Gangguan; dan 

- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Persyaratan 

- Mengisi Formulir bermaterai Rp. 6.000,- ; 

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga; 

- Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah 

- Surat Pernyataan Bersama (apabila 

ijin) ; 

- Fotocopy SPPT dan STTS tahun terakhir; 

- Denah tempat usaha. 

(3} Besar Tarif/Biaya 

p~mnhon 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 

Tahun '.2011 ten tang Retribusj Perizi::.1.an Tertentu. 

(4) Lama Waktu 

8 (delapa n) hari (setelah persyaratan lengkap dan benar} 

(5) Prosedur Pelayanan 

Mengajukan surat permohona n kepada Camat serta meng1s1 

formulir yang telah disediakan ; 

- Membayar retribusi di Loket Pembayaran ; 

- Berkas diterima dan diteliti sesuai ketentuan yang berlaku; 

- Rapat koordinasi Tim PATEN; 

- Survey lokasi oleh Tim PATEN; 

- Pengajuan penandatanganan ; 

- Dikeluarkan izin atau ditolak. 

f,6), Qp=s;fik~s1· p...-or1,, 1T 'Hac:1·1 ~ \.., J.. .... _ ........ J. '-.t.L-4..~/ J. \...l .... 

Surat Ijin Gangguan (HO) 

(7) Kompetensi Petugas 

Dilaksanakan oleh petugas PATEN dengan Camat sebagai 

penandatan.gan Izin. 

(8) Sarana dan Prasarana: 

c Komputer; 

• Meja; 

• Kursi ; 
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• Toilet ; 

• R113na t1unar:n1 baa1' pe-rnohon 1·z;n . . ... '- ,_..,_ '----c, - - -bb \.,.,- · ~b .1..1..1. 1. -=- ' 

• Tempat parkir bagi pemohon izin. 

(9) Pelayanan Informasi dan Pengaduan : 

• Kotak Saran ; 

e Buku Keluhan Masyarakat. 

( 10) Pemberian Kompensasi 

Keterlambatan pelayanan akan diganti dengan penyampaian dokumen 

Izin Gangguan (HO) 

2) Izin Mendirikan Bangunan: 

a) Definisi 

Izin mendirikan bangunan yang menjadi domain Kecamatan 

dalam hal ini rumah sampai dengan ukuran bangunan 100 m 2 (seratus 

meter persegi), tidak bertingkat, bukan tempat usaha dan tidak menjadi 

bagian dari Perumahan dan kaplingan. 

Mengenai persyaratan teknis, diberikan fleksibilitas dalam 

penyusunan gambar teknis yang dapat hanya ber.J.pa denah ,umah, 

tampak depan, tampak samping, tampak belakang, potongan 

melintang,potongan memanjang dan gambar situasi (ditandatangani 

oleh penanggungjawab atau pembuat gambar). 

b} Standar Pela)ranan 

Untuk mendukung operasional pelaksanaan Izin Mendirikan 

Bangunan, maka berikut standar pelayanannya : 

(1) Dasar Hukum 

- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 

tentang Ijin Mendirikan Bangunan; dan 

- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Persyaratan 

• Setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, perluasan 

bangu.nan dan a tau perbaikan bangunan sampai dengan 100 m 2 

(seratus meter persegi) tersebut terlebih dahulu harus mendapat 

izin dari Camat; 

• Izin diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari yang 

b ersangkutan. 



7 

• Setiap permohonan harus mengisi formulir dan dilampiri: 

- rvrengisi Formulir bermaterai Rp. 6.000,- ; 

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga ; 

- Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah ; 

- Surat Pernyataan Bersama (apabila bukan tanah rnilik 
1--. ••• ) pemo,..on lJm, ; 

- Fotocopy SPPT dan SITS tahun terakhir ; 

- Denah tempat usaha ; 

- Jenis bangunan rurnah hunian; 

- Gambar teknis. 

• Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditolak jika ; 

- Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman atau 

kepentingan urnurn dan atau ternpat sekitarnya ; 

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku rnenyangkut Tata Ruang; 

tanah negara dan diatas 

saluran air ; 

Fisik bangt.:man tidak sesu.ai dengan rencana gambar yang 

diajukan; 

{3) Lama 'N aktu 

5 (lirna) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar 

(4) Prosedur 

• Mengajukan permohonan ; 

• Berkas diterima dan diteliti sesuai dengan ketentua n ; 

• Rapat Koordinasi Tim PATEN; 

• Mengada ka n pcninjauan/ survey ; 

• Dikeluarkan ijin atau ditolak ; 

l: J\lrem~a~rar .,,.,,,+.,,.ihnsi s =s,, - 1' dPn'""- "" lrptA-n +-u-n . "Vl ... il.J J -'- i L, LJ. .......... ........ i \.., U-d.. ........... ... 5ct1~ .i.~v .... v.a..i. L ct. ....... , 

(5) Spesifikasi Produk/Hasil 

Su rat Keputusan Izin Mendirikan Ba.ngunan dan Plat N omor IMB 

atau Peneng 

(6) Kompetens i Petugas 

Dilaksanakan oleh petugas PATEN dengan Camat sebagai 

penandatanganan Izin 
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(7) Sarana dan Prasarana 

@I Komputer 

• Meja 

~ Kursi 

• Toilet 

; Ruang tungg1-1 bagi pemohcn izin 

• Tempat parkir bagi pemohon izin 

(8) Pefayanan Informasi dan Pengaduan 

• Kotak Saran 

• Buku Keluhan Masyarakat 

(9) Pemberian Kompensasi 

,Jika ada keterlambatan dalam proses penerbitan izin atau dengan 

kata lain proses penyelesaian izin rnelebihi 8 (delapan hari kerja 

sejal( pen er1ma_an dengan lenglca_p 

penyelesaian pembayaran biaya retribusinya, maka pemohon akan 

menerima kompensasi, yaitu Izin Mendirikan Bangu.nan a kan 

diantar ke rumah yang bersangkutan. 

3) Izin Usaha Mikro dan Kecil 

a. Definisi 

Izin U saha Mikro dan Kecil merupakan tanda legalitas kepada 

seseorar.g atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin 

usaha mikro dan kecil dalam bentuk 1 (satu) lembar. 

b. Standar PelaJla.."'1.an 

Untuk mendukung operasional pelaksanaan usaha mikro dan 

(1) Dasar Hukum 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizina n untuk 

U saha Mikro dan Kecil ; 

Peraturan }v'Ienteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 t errtang 

Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. 

(2) Persyaratan 

• Surat Pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; 

• Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; 

• Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 
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• Setiap permohonan harus mengisi formulir yang memuat tentang : 

- Nama; 

- Nomor Kartu Tanda Penduduk ; 

- Nomor Kartu Telepon; 

- Alamat; 

- Kegiatan U saha ; 

- Sarana U saha yang digunakan ; 

- Jumlah Modal Usaha; 

- Komoditas. 

(3) Besar Tarif/Biaya 

Gratis 

( 4) Lama Waktu 

1 (satu) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar 

(5) Prosedur 

• Berkas diterima dan diteliti sesuai dengan ketentuan ; 

• Rapat Koordinasi Tim PATEN; 

• Dikeluarkan ijin atau ditolak. 

(6) Spesifikasi Produk/Hasil 

N askah Izin U saha Mikro dan Kecil 

(7) Kompetensi Petugas 

Dilaksanakan oleh petugas PATEN den gan Camat sebagai 

penandatanganan Izin 

(8) Sarana dan Prasarana 

• Komputer 

• Meja 

• Kursi 

• Toilet 

• Ruang tunggu bagi pemohon izin 

• Tempat parkir bagi pemohon izin 

(9) Pelayanan lnformasi da n Pengaduan 

• Kotak Saran 

• Buku Keluhan Masyarakat 

(lO)Pemberian Kompensa si 

Jika ada keterlambatan dalam proses penerbitan izin a tau dengan 

ka ta lain proses penyelesaian izin melebihi 1 (satu) h ari kerja sejak 

penerimaan berkas dengan persyaratan lengkap, maka pemohon 

akan menerima kompensa si, yaitu Izin akan diantar ke rumah yang 
bersangkutan. 



Pasal II 

Pera tu.ran ini mulai berlaku pada tangga1 diundangksi.n. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan 

peraturan in i dengan menempatkannya dala m Berita Daerah Kabupaten 

Pro bolinggo. 

Ditetapkan di Probolinggo 

Pada t?...nggal ·&--'b ~o~~ben ;;lel.r" 
BUPATI PROBOLINGGO 

rJ\ft' 
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 
. ~--,-4-, A /f?p_ ') ,-.. / Q 

tanggal •·· ····~··········r .. ': / .. : .... ~ !.~ .... .. Nomor . .. . . f?..~ ..... Seri 1 . 

etaris Daerah 

p-? 
~ 

C--U. M. NAWI SH. . Hum. 
Pembina Uta.ma Muda 

NIP. 19590527 198503 1 


